WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTURK PELAKSANAAN ANGOARAN PENDADPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALl KOTA TARAKAN,

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menten Dalam Neger: Nomor 79 Tahun 2022 rentang
Petunjuk Teknis Pengunann Kartu Kredit Pemerintah Daeroh
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dian Belanja Daerah,
periu menetapkan Peraturan Wall Kota tentang Tats Cara
Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah
Daerah untuk Pelaksunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2% Talun 1997 tentang Pembentukan
kRotamadyd Daerah Tingkat I Tarakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 832, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 3711);
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Menetapkan ¢

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nothor S587) ﬁcb«_ugll.imana telah beberapa kali diubah terakhir
dertgan  Undang-Undang Nomar 6 Tahun 2023 fentang
Petictapun Peraturin Pemerintah Pengeanti Urnidang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjo Menjadi Undang-
Undang |[Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesis
Nomaor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 32019 tentang
Pengelolaan Keusngan Daernh (Lembaren Negara Republik
Indenesia Tahun 2019 Nomor 42, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peruturan Menten Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengeloluan Keuvangan Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 1781

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerahb
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatian dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah  Kota
Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 41);

MEMUTUSEAN:

PERATURAN WALl KOTA TENTANG TATA CARA
PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pagsl ']

Dalam Pératuran Walli Kota ini yang dimaksud dengan:

-l AT

10.

L1

Dasrah adalsh Kota Tarskan.

Wali Kotz adaleh Wall Kota Tarakan.

Qubernur adalah Guberriur Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah  Daerah adalah Wali Kota scbagal unsur penvelenggars
pemerintahnn daersh vang memimpin pelaksanaan urasan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah olonom Kola Tarakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah vang selanjutnya disinghat AFBD
adalah rencans keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Kartu, Kredit adalah kartu kredit setmgaimana dintur dalam ketentuan
peramran  perundang-undangan Bank Indonesin di  bidang sistem
pembayarin,

Kartu Kredit Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat KKPD adalah
Kartu Kredit yang dapat digunakasn untuk melakukan pembayaran atas
belanja vang dibebankan pada APBD, setdlah kewajiban pembayaran
pemegang kartu dipenulyd oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan
kewajibannya pada waktu vang disepakati dan satuan kerja perangkat
tdacrah berkewajiban melakukan pelunasan kewnjiban pembavaran pada
waktu yang discpakati dengan pelunnsan pembayaran secara sekaligus.
Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atsu pegawal yang berstatus pegawii
negerl sipil daerah untuk melikuken transsksi pembayaran dengan KEPD
berdasarkan peneiapan penggune anggarat

Administrator KKPD adalah pejabst dan fatau pegawai di linglungan saluan
kerje perangkat daerah yang berstitus sebagal pegawal negeri sipil dasrah
vang difugaskan Wali Kora melaksanalemn admimstrast penggunanon KKPD.
Pelnksana Kuasa Pengguna KKPD adelah pejabat dan/atan pegawal negeri
sipil daerah yang dibernkan kuesa oleh Pernegong KKPD sebagai pengguna
KKPD,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selamjutnya dismegkat SEPD adalah
unsur peringkst daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanskan
urusan pemernntahan daerah.




2. Pengpuna Anggaran yang selanjuinya disingkat P4 adaleh pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

13 Kuasa PA yang selanjutnya disinglkat KPA adalnli pejubat yang diberi kuasa
tntuk melakssnakin sebagion kewenangan PA dalam meloksanakan
sebaginn (ugas dan fungsi SKPD.

14. Pejabar Pengeleln Keuangen Daerah yang selanjutnya  disingkst PPED
adalah kepala satuan ketfa pengelola keuangon daerah ying mempunyai
tugas melaksanskan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendaharn
umum daerih,

15, Bendahara Umum Dserah yang selanjutnya disingkat BUD acialah FPED
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD

16 Kuasa BUD adalah pejabat yang diber; kusss untuk melaksanakan rugas
BUD.,

17, Pejabar Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daernh yong
selanjutnya disingkat PPR-SKPD adalah pejabat yveng melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegintan yang selanjutrya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan | (satu) atau beberaps kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnys.

19, Bendahara Pengeluaran yvang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang
ditunjuk menerima, menvimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawablkan uang untuk kepetluan belanja dacroh dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

20. Beniduharn Pengeluaran Pombaritu yang selanjuinya disingkat BPP adalah
pejabot vang  ditumguk  menerima, menvimpan, —membayarkah,
metiatausahiakan, dar mempertangmingiawabkan usng untuk keperiuan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pads unit 8KPD,

21. Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasiiitasi pencrbitan afar
pembayaran berups Kartu Kredil, yang dapat dilakukan sendiri atau melalu
kerja sama dengan bank lain.

22, Daftyr Pembayaran Tagihan KKPD yvang selanjutoye disingkar DPT KKPD
pdalah daftar hasil verifikasi PA vang memuar informasi nama pemegang
kartu, nomor kartu, jenis belanja bamng, rician pengeluaran, pembebenan
angearan, dan jumlah tagihan yang harus dibayer kepada bank penerbit
KKFD.




23,

24,

o

27,

Uang Persediaan yang selanjltnyva disingkat UP adalah uang muka kerfa
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk membiayai kegiatan
operasional pada SEPD funit SKPD dan fatau untuk membiavai pengeluaran
yang mentrut €ifal dan tujuannya tidek mungkin dilskukan melalui
mekanisme pémbayvaran langsung.

Rekenihg Kas Umum Daerall yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tethpat penyimpatian usng Daerah yang ditentukan oloh kepala
daerah untuk menampung selurub Penerimasn Daerah dan membayar
seharuh Pengeluaran Darrah pada bank vang ditetaphken.

UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunsi kepada BP
melalui transfer REUD ke rekening BP,

. UP EKPD adalah UP yang diberikan daiom bentuk batasan belanja {limit)

kredit kepada BP atau BPP vang penggunaannys difakukan dengan KKPD.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan vang selanjutnya disingkat SPM

P adalah dokumen yang digunaksn untuk menerbitkan surat perintah

pencaiin, dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunaksn
sebagal UP untuk mendanai sub keglatan.

28. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediann vang selunjutnya disinghkat

29,

30,

i

3.

SPM GU ardalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah
pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananva
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang selanjutnya disebut
SP2D adalah dokumen yvang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitian oleh BUD berdasarkan SPM

Surat Referensi adalsh dokumen vang diterbitkan oleh PA vang ditujulean
kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD.

Parsonal Identification Number vang selanjuinye disingkat PIN sdalah nomor
identifikasi pribadi bagl Pemegang KKPD yang menggunskan Kartu Kredit,
vang merupaksn suaty kombinasi anghka-angka yang dibuar oleh komputer
sebagal kode sandi khusus untuk keamansn dan kemudahan Pemegang
KKPD dalam melalcukan transaksi.

Nota Pencairan Dana KKPD vang selanjutnva disingkar NPD KKPD adainh
surat persetujuan PA/KPA untuk pembayaran belanjn menggunakan UP
KKPD vang diajukan oleh PPTK.




33. Toka Dalam Jaringan vang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem
informasi  yang memlasilitasi Pengadain Barmang/Jass  melalui
penyelenggaraan perdagangan mielaiui sistem cloktronik dan ritel daring,

34. Katalog Elektronik adalah sistern (nformasi elektronik vang memuat
informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teloris, Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN), produk dalam negen, produk Smndar Nasional Indonesia
(BNT), produk industny hijan, nogara asal, hoarga, Penyedia, dan miormasi
lainnya terkail barang/jasa.

33, Pengadean Langsung Secara Elektronik yang selanjutyva disingkat PLSE
adalah pengadaan langsung vang dilaksanakan melnlui Sistem Pengadasn
Secara Elelctronik (SPSE).

BAB I
PENGGUNAAN KKPD

Pasal 2
(1) KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah
herupa penyelesaian lagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal
melalul mekanisme UP.
(2) Penggunaan KKPD sebagalmana dimaksud pada ayvat [1) dilakuikan dengan
memperhatikan:

a, kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengon jengkauan
pemakauin yang lebih luas;

b. transaks] dapal dilakuksn di seluruh penyedia barang/jasa yang
reneritng pembayaran secara elekironik melalol mesin electronic data
eapture atisu media dalam jaringan,

¢. keamanan dalam bertransaks dan menghindan terjadinva penyimnpangan
atau frowd;

d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash;

e. efigiens;  binye admimstrasy  transaksi Pemerintgh Daerab  dari
pengzunaan UP; dan

f. akuntabilitas pembayaran tagihan Dacrah dan pembebanan biaya
pengeunaan UP KKPD.




BAB 1l
PENGELOLA KKPD

Bagiun Kesatu
PPKD

Pasal 3

Dalem pengeunann UP KKPD, PPED selaku BUD mempurysi tugas dan
wowenarig:

.
b.

X

menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;

melakukan pembahasan rincangan /drafi peranjian kerja samo Pemerntah
Daerah dengan pejabal Bank Penerhit KKPD;

menandatangani perjanjian kerja sams dengan pejebat Bank Ponerbit
KEPD;

memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menerapkan Pemegang
KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan usulan PA;

menyampaikan surat permohonan penerhitan KKPD kepada Bank Penerhit
KKPD;

menerbitkan sural perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD diserial berita acara serah
tenima KKPD dan surat perjanjian penggunuan KKPD;

menandatangani berita acara serah lerima KKPD dan surat perjaniian
penggunaan KKPD setelah terlebih dahuly dilakubkan penandatanganan oleh
Pemegang KEKPD;

teniberikin persetujiin atas permintann Kennikan lmiit belarja KKPD dari
Pemegang KKPD:

roclakukan  pengrikin KKPD korena  penvalolgunann  atal keadoan
Ertenba;

menerbitkan surst peringatan kepads Pemegsng KEKPD dulam hatl rerjadi
pervalahpunaan KKPD;

memberikan rekomendasi kepada Wali Koin atas permohonan perubahan
proporsi besaran UP KKPD;

: memberikan persetuyjvan seboginn atay selurubnya permohonan dispensasi

perubahan besarnn UP;
menyusun rekapitulasi laporan hasil monitornng den evaluas) pelaksansan
pembayarnn dengan KKPD;




o. memberikan rekormiendasi kepads Wall Kota untuk memberikon sural
teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD;

P menertntlan surnt penarikan KKPD;

. ‘menyampatkan surat penarikan KKPD kepadn Bank Penerbit KKPD dengan
tembusan kepada Pemegang KKPDy;

r. melakukan pengawasan secar internal ates kewajiban pembayaran tagihan
KKPD agar fidak melewati batas waktu/jatub tempo pembayaran;

5. menetapkan standar operssional prosedur  terkait norma  waktu
penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungiawaban KKPD dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. melakukan monitormg dan evalunsi pelaksansan kerja sama, surat
persetujuan/ perubahan  persetujuan besaran UP KKPD, swstus KKPD,
jumlah dan totil fimit KKPD yang disetujul oleh Bank Penerbit KXPD,
ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendals; dan

u, menyusun dan menvampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembayaran dengan KEPD secara triwulanan, semestiornn dan
tahunan secarm triwulanan kepada Wali Kot

Bagian Kedua
Kuasa BUD

Pasal 4

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan wewenang:

n. menyinpkan surat perjanjian penggunasn KKPD dengan Pemegang KKFD;

b. melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD,

¢. menyinphkan surat persetujuan besaran UP KEFPD SKEPFD,

d. melakikan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalul UP,
pagu jonis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD, dan
besuran/perubaliun besarin/perubahan proporst UP KKPD ke dalam kattu
pengawasan UP KKPD,

e. melakukan verifikasl atas SPM GU KEPD yang disjukan oleh PA;

f. mengembalikan SPM QU KKPD kepada PA dalum hal SPM GU KKPD tidak

memenih pPErsSyaratun;

menerbitkan SP2D GU KKPD,

mefakukan koordinasi dengan SKPD, terkait percepalan penyelesaian

tagihan KKPD yang belum dibayarkan;

e




i.  melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh PA/KPA;

}.  menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembayaran menggunakan KKPD;

k. meminta SKPD untulk melnkulan percepatan penyampaian laporan dalam
hal BUD belum menerima  leporan  hasil monitoring dan  evaltiasi
pelaksanaun pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD;

. ‘thenyiapkan dan metyampaikan rekapitulasi liporan hasil monitoring dan
evaluggi peluksanaan pembayaran dengan KEKPD kepada PPKD selalon BUD,

m. menyiapkan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD; |
n. menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD dalam

hal dilakukan pemotongan besaran UP KKFD; dan
o. menyampaikan perubahan surat persefujuan besaran UP KKPD SKPD I

kepada PA dan Bank Penerbiv KKPD dengan ditembuskan ke FPKD selaku
BUD.

Bagian Ketiga
PA

Pasal 5
Dalam pengeunuan UP KKPD, PA mempunyai tugss dan wewenang
a.  menyamprikan kebutuhan UP KKPD dalam surat permmyataan UR;
b. menyampaikan usulan dafiar Pemegang KKPD dan Administralor KKPD
kepada Wali Kota melalui PPED selaku BUD,
c. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajulkan pada saal penyampaian
SPM UP Tunal ke Kuasa BUD;
d. mengajukan surat permohonan perubahun besaran UP KKPD kepada Wali
Kota melalul PPED selaku BUD;
c. melikukan pengiujian terhadap:
1. kebensran data pihak yang berhak menerimu pembayaras aias beban
APBDy;
2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing) / Daftar Tagihan Sementara;
4. kesesunion perhitungan entors bukt pengeluaran dengan Tagihan
(e-billing / Daftar Tagihan Sementara;
5. kesesuajan jenis belunja yang dapat dibavarkan dengan KKPD; dan
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6. kesesualan spesifikasi  teknis  dan  volume bamng/jasa  dalam
perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan
barang/jasa yang dis¢rahkan oleh penyedia barang/js=a.

mengesahlan scbagian/seluruhnya bukti-bukt pengeluaran atas wgihan

yung dibayarkan dengan KKPD;

menolak bukti-bukt petigelusran atas tagihan varg dibayarkan dengan

KKPD dalam hal tercapat bukti-buleti pengeluntan yvang tidak memenuhi

ketertuan;

menerbitkan DPT KKPD atas bultti-bulet pesgelusran yang memenuhi

ketentuan;

menyampaikan surat pemberitahuan penclakan kepada pelaksana Kuasa

Penggunn KKPD atas bukti-bukti pengelumran yang tidak memenuhi

ketentuan;

menerbithan NPD KKPD;

menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk

penerbitan SP2D-GU KKPD; dan

melakukan verifikasi atas indileasi penyalehgunann KKPD,

Bagian Keempat
KPA

Pasul 6

Daldm penggunaan UP KKPD, KPA mempunyal tugss dan wewenang:
a, mengajulain surat permohonan perubahan beaaran UP KKPD kepndn PA;
b. melakukan pengujian terhadap:

1. kebénaran data pihak yvang berhak meneritma pembayaran atas beban
AFBD;

2. kebenaran materiil dan perhitungan buktl-bukd pengelusran,

3. kebenaran perhitungan Tagihan (e-biffing) / Dufler Tagihan Semerntara;

4. kesesuaian peridtungan antara bukd  penageluaran dengan Taghan

(e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara;

kesesuaian jenis belanja yang dapar dibayarkan dengan KKPD; dan

6. kesesunian  spesifikasi  tcknis dan  volume barang/jasa  dalam
perjanjian/kontrak, doliumen serah terima barang/ jasa, dan barang/ jasa
vang diserahkan oleh penvedia barang/jasa.
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c. mengesshknn schagian/seluruhnova bukti-blkt pengeluaran atas
tagihan vang dibayarkan dengan KKPD,;

d. menolak bukn-biikti pengeluaran atas taglhan yang dibayarkan dengan
KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memernuhi I
ketentuari;

¢. menerbitkan DPFT KKFPD stas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi

ketentuarn

f. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa
Penggunan KKPD atas bukti-bukt pengeluarsn yang tidek memenuhi
ketentuan; dan

g menecrbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BFP.

Bagian KEclimn
PPTK

Pasal 7
{1} Dalam penggunsan UP KKPD, PPI'K mempunyal tugas dan wewenang:

a. menerima kuasa penggunaan KKPD dari PA/KPA sclaku Pemegang KKPD
untuk melakukan belanja menggunakan KKPD:

b. mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas beban pengeluaran pelabsanoan kegiatan/sub  kegiatan yang
mengeunakan KKPD;

¢, membuat daffar nominatif belanja menggunakan KKPD; dan

d. menvampiikan daftor nominatil belaja menggunakan KKPD dilempiri
dokurmen belana kepada PA/KPA melalui PPE-SEPD/ PPK-unit SKPD.

(2] Dalarm melaksanakan tugas penggunaan KKPD sebagaimana dimaksued
pada avat (1) huruf a, PPTK bertangpungiaweb kepadsa pemegang KKPD.

Bagian Keenam
PPE-SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKFD

Pasal 8§
(1} Dalam pengeunaan UP KKFD, PPK SKPD mempuonyai tugas dan wewenang:
a, Melakukan verifikasi daftar nominatif belanjs menggunakan KKPD
beserta dokumen pendukung;
b. menyiaphan DPT;



¢, menvidpkan NPD KKPD;
melakulkan verifikasi SPP GU KKPD beserta bkt kelenglmpannya yvang
diajukan oleh BP;
menyiapkan SPM GU KKPD;
menyiapkan draft surat pernyalasrn tanggung jewab mutlak PA:
menerbitkan surat pernyataan verifikasi PFPK SKPD; dan
- menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD vany telih ditnndatanganl
oleh PA kepada BP untuk penyiapan dan pengsjuan SPP GU KKPD.
|2] Dalam penggunaan UP KKPD, PPK unit SKPD mempunvai tugas dan
WeWenang:
#. melakukan veriflkasi daftar nominatif belanja menggunakan KKPD
beseria dokumen pendukung;
b, menyispkan DPT KKPD:
¢. menyiapkan NPD KKPD: dan
d. menyampaikan NPD EKPD dan DPT KKPD yang telah ditandatangani
oleh KPA kepada BPP untuk penyiapan dan pengajusn SPP QU KKPD,

pu

R

Baglan Ketujuh
BP/BFPP

Pasal 9
(1] Dalam penggunasn UP KKPD, BP mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyampaikan kebutahan UP KKPD SKPD kepada PA;

b, melampirkan daftar rincias yang menyatakan jumiah UP Tunai dan UP
KRKFD yung dikelola oleh masing-masing BPP dalam pengajuan UP
dan/atey pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ks PPKD selalky
BUD;

c. melakukan pengujian:

1. NPD KKPD dan DPT KKPD;
. ketersedisan dana UP KEPD, den
- penyusunan dafiar punguten/potongan pajak/bukan pajak alas
tagihan dalam NPD KKPD.
d. menaolak NFD KKPD dan DPT KKPD vang dinjukan dan mengembalilean
kepada PA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi
persyuratan untuk dibayarkan;
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e. mengajukan permintaan pengeantian UP KKPD melalui SPP-GU KKPD
kepada PA dengan melampirkan NPD KKPD dan DPT KKPD dari PA dan
NPD. KKPD dan DPT KKPD dari KPA, besdrts dokumen pendukung
lninnya melalui PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi;

. menyvinpkan drafl surat pernyataan tangeung jawab mutlak PA;

g. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalul pendebitan rekeriing BP
ke rekening Bank Penerbit KKPD sctelih pencairatty dana SP2D
diterimia/ masuk ke rekening BP; dan

h. melakulan pemindeshbukcnan UP KKPD melalul pendebitan rekening BP
ke rekening masing-masing BPP.

{2) Dalam penggunasn UP KKPD, BPP mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD unit SKPD kepada BP;
b. melalmkan pengujian;
I. menyiapkan NPD KKPD dan DPT KKPD; dan
2, ketersedinan dana UP KKPD.
c.menclak NPD KEPD dan DPT KKPD vang dignikan dan mengembalikan
kepada KPA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi
persyaratan untule dibayarken;
d.menyampatkan NPD KKPD dan DPT KKPD yang tolah memenuhi
persyaratan untik dibayarkan kepadn BP; dan
e.melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendeblan rekening BPP
ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah dana UP KKPD diterima /masuk
ke rekening BPP yang ditransfer oleh BP.

Bagian Kedelspan
Administralor KKPD

Pasal 10

Dalsm periggunaan UP KKPD, Administrator KEPD memnpuriyei tugss den

WEWEnANg:

a. melalukan akovast KEPD don reguest/aktivasm PIN KEKPD melalod call
center/layanan pesan singkat (Short Message Ssrunce /sarana fainnya;

b, meminta kenalkan batasan belanja (limit) KEPD secara sementara atau
permanen kepada Bank Penerbit KXPD melalai surat elektronik dan/atau
sarany tercepat Jainnya seteloh mendapat persetuyuan dar PA/KPA;




c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode
kenaikan batasan beianja (limil) KKPD, seria nomor dan namss KKPD kepada
Bunk Penerbit EKPD dalam hal permintasn kenaikan batasan belanja (limit)
KEPD aecarn sementara;

d. mengiriformasikun nilai kengikan batasan belanjs (limit) KKPD, periode
permanen, serta homor dan nama KKPD kepoads Bank Penerblt KKPD daliim
hal permintaan kenaikan batasan belanja (liot) KEKPD secara permanen;

e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit) KKPD secara
semeritara ke batasan belanja (limit) awal setetah periode kenaikan barasan
belanja (limit] sementara/masa berlaku pengeunaan UP KKPD;

f. mengajukan permintaan pengembalinn batasan belanjs (hmif) KEKPD lee
batasan belana (limit) wwal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal batnsan
belanje (limit] EKPD yang dinsikksn secarp sementars tdak kembali
kebatasan belanja {limit] awal setelah periode berakhin

g, meminta penyetoran kemball atas keterianjuren pembayaran kepada Bank
Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarena tercepat lajtinys
setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan

h. menginformasikan nilsi keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKPD,
bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening
BP/BPP untuk penyetoran kemball kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal
penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayiran.

BAB IV
UpP KKPD

Bagian Kesatu
Penentuan Proporsi UF

Pasal 11

[1) UP sehapaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari UP Tunai dan
L KKPD,

(2] UP KKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1] merupaksn bagian dari UP
yang cikeloln BP dan BPP atas pelimpahan dari BP.

[3} Proporsi UP sebagaimana dimaksud pade ayat (1) meliputi:
a. UP Tunm scbesar 0% (enam puluh persen) dari besaran UP masing-

masing SKPD; dan




b, UP KKPD scbesar 40% (empat puluh persen) darl besaran UP masing-
masing SKPD.
(4} Proporst UP sebagaimana dimaksuid pada ayet [3) ditetapkan dalam
keputusan Wall Kota:

Pusal 12

(1] Proporsi UP KKPD schagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b
dapat dilakukan perubshan sesual dengan kebutuhan penggunasn LIP
KKPD pada SKPD,

2| Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dopat
berupa kenatkan atau penurunan propors UP KKPD,

(3} Kenaikan sebagaimnnn dimaksud padas ayat (2) tidak diperbolehkan lebih
dari 70% (tujuh puluh persen),

(4) Penurunan sebagaimans dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan
kurang dan 30% [tiga puluh persen).

[5) PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Wali Kote melslui PPEKD selaku BUD.

(6) Pengajuan perubahan proporsi UF KKFD sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakutkan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan.

7) PPED selaku BUD memberiksn pertimbsngan atas usulan perubahuen
proporsi UP KKPD kepada Wali Kota.

(8} Berflasarkan pertimbangah sebagaimuna dimaksud pada-ayat [7), Wall Kota
memberikan persetujuan perubahan proporsi UP KKPD.

Pasal 13
Pertimbangsrn kenaikan  atau penurunan sebagaimana dimaksud dolam
Pasal 12 ayal [B) didasarkan stas:
o kebutuhan pongeluaran rol SKPD,
h. perubahan kebijakan pelaksansan belanja SKPD;
e, perubshan dalam sistemn pembayaran dengsn kanal pembayaran secarn
elektronil; atay
d. kebutubhan lainnya daliaom rangks efektifitas pengeunsan UP KKPD.




Pasal 14

Besaran UP KKFPD dihitung dari proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD yang telah disetujul
olel Wali Koln sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat (5),

(11
(2]

(4

(2

)

{4

(2}

Bagian Kedus
Permiritagn Uang Persedigan KEPD

Pasal 15
BP menvampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA.
PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD sebagsimana dimaksud pada ayat
(1] dalam surat pernyatean UP dan diajukan padn saat penynmpaian SPM
UP Tunai kepada Kuasa BUD.

Pasal 16

Dalam hal terdapat perubahan besaran UP KKPD scbagsimana dimaksud
dalam Pasal 11 avat (3] atay perubahan proporst UP KKPD sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) setelah adanya penyampaian SPM UB, PA
mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PPKD
selakn BUD melalui Kuasa BUD,
Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP KKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
a. surat pernyataan UF dar PA; dan
b. keputusan Wali Kola mengenai perubahan besdran UP atau proporsi UP

KKPD.
Keterituan mengenai formal surdl pernyatsan UP dari PA sebagaimann
dimaksud pada avat (2] tereanium dialam Lampiran yang mérupakat bagir
tidak terpisahkan darl Peraturan Wall Kota i

Fasal 17
Berdasarkan surat pernyataan dan keputusan Wali Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2], Kuase BUD melakukan penelitian
besaran UP KKPD.
Dalam hal besaran/propoersi UP KEPD telsh memenuln  ketentuan
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 avat (5}, PPRD
selalou BUD menerbitkan surat persgtujuan besaran UP KKPD SKPD,




131

[4)

(51

(1)

(2]

13

()

Surat persctujuan besaran UP KKPD SKPD diterbitkan paiing lambat 1
{satu) hari ketja setelah 8PM UP dan/atau permohonan perubahan besaran
UP KKPD SKPD diterima oleh Kuasa BUD.

Untuk BP ying dibantu oleh beberapa BPP, pengajuan UP dan/atay
pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaky BUD melahs
Kuasa BUD harus melompirkan doftar rincian yang menyatakan jumlah UP
Tunai dan UP KKPD oleh niasing-masing PP

Ketentuan mengenai format surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tereantum dalam Lampiran yang
menipakan bagian tidak terpisahkan dart Peruturan Wali Kota lhl

Bagian Ketiga
Jenis KKPD dan Batasan Belurjan KKFD

Posal 18
KKPD terdin atas:
a. Rartu Kredit untuk keperlusn belanja barang dan jasa serta belanja
modal;
b. Kartu Kredit untuk keperiuan belanja perinlanan dinas.
Kartu Kredit untuk keperluan belunja bamng dan josa seria belanja modal
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf &, meliputi:
a. belanjn barang kebutuhan sehari-han dan perkantoran;
b. belanjd pengadaan bahan makanan;
¢ belarju barang untuk persedisan;
d. belinja sewa;
e, belanja pemeliharann:
[. belanja bahan baksr Ketidaraan dinas:
g belanja modal; dan
h. belanja lainnya  sesudl dengan ketentuan peraturan perundang-
Undangar.
Belanja barang dan  jasa sebagaimann  dimsksud pada avat (2)
mengutamakan produk dalam negeri dan usalu mikmo, kecll dan koperasi,
Kartu Kredit untuk keperluan belanje perjalanan dihas sebagiimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen pembayaran transport,
penginapan, dan/atau sewn kendaraan,




(5]

(&)

(2)

(31

(4)

()

(6]

Sewa kendaman sehagaimana dimaksud pada avat (4) dapat diberikan
kepads pelaksana perjalanan dinas sesuasi dengan kelentuan peratusan
perundang-undangan.

Jeris KEKPD sebagnimana dimaksud pada syvat (1) dan limit penggunaan
KKPD untik keperhiat belanja sebagalmana dimalsud pada ayat (2) dan
ayat [4) ditelapkon dalam keputusan Wali Kota

Pasal 19
Penggunaan KKPD scbagmimano dimsksud doalam Pasal |8 avatr (2]
dilakukan dengar nilai belanja paling banyak sebesar Rp200.000.000,00
(chaa ratus juta rupieh) untuk | (satu) penerima pembayacan.
Penggunaan KIKPD sebagaimana dimaksud pada nyat (1) dapat dilakukan
melalul transaksi Katalog: Elelaromik, Toko Dering, dan PLSE yang
disediakan cleh lembaga vang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang kebijakan pengadasn barang/jasa pemerintah.
Belanje barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1] don ayat [3)
dilakuken dengan langleah sebagai berilaut:
a. memastikan barang/jass vang dibutuhkan tersedin pada layanan PLSE;
b. spesifkasi barang/jasa sesual dengan yang lercantum dalam DPA SKPD,
termasuk jenis produk dalam negeri dan tingkat komponen dalam negeri
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
. memastikan ketersediann limit KKPD untuk melikukan pembayaran
belanja;
d. pilih pesan barung/jasa yang dibutuhkan; dun
e. melakukan pembavardn menppunakan KKPD pads 1 (satu) penerima
Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di lunr sarana scbagaimona
dimaksud padd ayat (2], nilai belanjs paling banyak uritak 1 (satu) penerioia
pembayaran sebesar Rph0.000.000,00 [lima puluh juta rupiah).
Limit belanju KKPD dalam rengka keperluan belania barang dan jesn serti
belanja modal umtuk pertama kali diberikan paling banyak sebhesar
RpS0.000.000,00 (Hme puluh juts rupiah),
Limit belanjs KKPD dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinns
jebatan  untuk  pertama kali dibenkan  paling  banyak  sebesar
Rp=0.000.000,00 (empat puluh juta rupishl.




(7} Total batasan limil belanja KKPD) pada SKPD paling banyak schesar UP
KKPD yang telah disetujui PPED gelaku BUD sebagaimana dimaksud dalam
Pugsal 17 ayit (2.

(8] Total besaran UP KKPD dan penggunean UP KKPD dalam 1 [satu) tahun
tidak melebili pagy jenis belanjs vang bisa dibayarkan melalui UP KKPD.

[@] Pagu jerns belanja vang bisa dibayarkan melalul UP KKPD scbugaiming
dimaksud pada avat (5) adalnh paling banvek 300 (tiga puluh persen) dori
pagu jenis belanjayang bisa dibavarkan melalui UP.

Bagian Keempat
Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasse Pengouna KKPD dan
Administrator KKPD

Pasal 20

(1} Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna dan (atau Administrator KKPD
merupakan pejabat) pegawal SKPD vang berstitios pegawsi negerl sipll
dagcrah.

(2] Petnegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1] merupakan PA/KPA.

(3} Pelaksana Kussa Pengguna sebapgaimana dimakesud pada avar (1)
merupakin  pegawai negeri sipll daerih veng mendapat kuasa untuk
menggunakan KKPD dari PA/EPA.

(4) Administrator KKPD scbagasimana dimaksud padn syat (1] merupakan
BP/BFP.

(5) Dalam hal wrdapat Pemegang KKPD schagnimana dimaksud pada ayst (2)
dan/atau Administrator KKPD sebagaimans dimaksud pada ayal (4)
berhalangan, pegawni yang ditunjuk melaksanakan tugns PA/KPA dan /atau
melaksanakan tugas BP/BPP sesusi dengan  ketentusn  peraturan
perundang-undangan, sebagai pemegang KKPD dan Administrator KEKPD,

BAB YV
PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KKPD

Bagian Kesati
Penanpan Kerja Sama
Pasal 21
(1} PPKD sclakiy BUD menunjuk bank vang men|adi penempatan RKUD sebagal

Barik Penerbit KKPD sesuni dengan kelentuan peraturan perundaig-
undangan.




2)

(3

()

(5)

(1]

1]

Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada avar (1) merupakan bank
yvang sams dengan bank penempatan RKUD,
Berdasarkan penunjukan bank sebugaimana dimaksud pada ayat (1), PPED
selaku BUD membudt perjanjian kerja sama dengun pejabat Bank Penerbit
KKPD.
Perjanjian kerja sama sebagalmann dimaksud pade avat (3], paling sedili
memuat:
a. definisi;
b. tigusn perianjian kerja sama;
€. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
d. pagu jenis belarja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas
kredit (ereddif ling) 8KPD;
hak dan kewajiban PPED selaku BUD dian Bank Pencrbit KEPD;
tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KEPD;
Jjerus dan bessran Ha}m (fesl, pajak-pajok;
. penyelesaian perselisihan dan hulom yang berdaku;
jangka walttu perjanjian;
1- berakhimya dan akibat pengakhiran perjanjian;
k. alamat dan wakil para pthak;
1. Surat Referensi:
m, keadaan kahar (force majeurs); dan
n. kerahasiaan informasi/data.
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimeksud pads ayat (3) ditandatangani
oleh PPED selaku BUD dan pejabat Bank Penerbit KKPD.

FR SN

Pasal 22

Dalam hal bank penempatan RKUD selbagaimana ditmaksud dalam Pasal 21
gyat (2} belum memillki kewenangan menerbitkan Kartu Kiedilt, bank
penempatan REUD melakikan ketja samia dalam penerbitah KKPD dengun
bank badan umum milik négara yang telah themperolel izin sebagal penerbit
Kartu Kredit dari ororitas yang berwenang.

Malam rangka kerfa sama dengan bank badan umum milik negara dalam
penvediaan KKPD schagaimana dimaksud pada ayst (1), bank penempatan
REUD membuat perjanjian kerja sama dengan bank badan umum milik
Negars.




{3)

(4

(5]

(1

(2

Perjanflun kerjn sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedilsit
miemuat;
a. definisi;
b. tujuan perjanjian kerja sama;
c. ruang linglup perjanjinn keria saima;
d. pagu jenis belarja yang bisa dibayarkan melatul UP dan besaran fasilitas
kredit (oredit ling) SKPD;
e. hak dan kewajiban bank penemparan RKUD dan bank badnn umom
milik negara Penerbit KKPD;
tats cara penagihnn dan pembaywran tagithan KEPD;
jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak;
. penyelesaian perselisinan dan hulkum yang berlalo;
Jangks waktu perjanjian;
j- berakhirnys dan akibat penpakhiran perjen|ian;
k. alamat dan wakil para pihak;

> m|m ™

.rl-

l. Surat Referensi;

m. keadaan kahar (force majeurs);

n. kerahasiaan informasi/data; dan

o, ketentuun pentuitup.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pads avat (3) ditandatangani
oleh pejabat bank penempatan REUD dan pejabat bank badan Umum milik
negara Penerbit KKPD;

Ketja samai sebagaimana dimaksud padia aval [1) dilskokat paling lama 5
(lirria) talun stan sesual dengan kriterla vang ditetapkan oleh Lembags vang
berweriang mengeluarkan izin penerbitan Kartn Kredit.

Bagian Kedus
Penetapan Pemegang KKPD dan Administeator KEKPD

Pasal 23
Berdasarkan perjanjisn kerja samo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (3], PA menvampaikan Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar
Usulan Administrator KKPD kepadas PPRD seleku BUD.
Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulin Administrator KKFD,
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama dan NIP pemegang KKPD;




(3]

(4)

(1)

{2

()

tempat dan tanggal lahir pemegang KKPD,

jabatan pemegang KKPD;

kewenangan pemegang KKPD;

bytasan belanja (limit) KKPD unituk masing-masing pemegang KKPD,
alamat surat ¢lektronik pemegang KKPD,

nama dan NIP Administrator KKPD;

ternpat dan tungenl lahir Administrator KKPD;

i. jabatan Administrator KKPD; dan

1- .ulumu.t surat elektronile Administrutor KKPD

Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KEPD disesunikan derigan surat
keputusan Wali Kota tentang penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada SKPD.
FPKD selaku BUD menyiapkan usulan Dafter Pemegang KKPD o den
Administrator KKPD untuk disampaikan kepada Wali Kota untk ditetapkan
dengan keputusan Wall Kotn.

B B W
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Bagian Ketign
Pengajuan KKPD

Pasal 24
Berdasarkan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat {4), PFKD selaku BUD mengajukan surat permohonan penerbitan KEPD
kepada Bank Penerbit KKPD,
Surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan melampirkan:
a. Surat Referensi dari PA/KPA;
b. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan;
e, fotokopi kartd tanda pendiduk yang musih berlnkd dari PAJKPA;
d. fotokopi NFWP PAJKPA;
e. SK PA; dan
[ surat képutusan Wall Kota teritang besaran UP SKFPD.
Ketentuan mengensi  format  surdt  permohonin  penerbitan  KKPD
sebapaimana dimeksud pada ayat (2], dan Surar Referensi sebagntmana
dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan hagian
tidak terpisahkan dar Peraturan Wali Kota mi




Bagian Keempat
Penerbitan KKPD

Pasal 25

(1) Bank Penerbit KKPD melakulian verifilkasi surnt permohonan yang diajlikan
oleh PPKD seldku BUD sebagaimana dimakeaud daolam Pasal 24 ayat (2).

|2) Verifikasi sebagaimana dirsksud pade ayat (1) tiermasuk arituk persetujunt
pemberian batasan betanjs (limit] KKPD yang disesusikan dengan kebijakan
Barik Penerbit KEPD dengan mempertim banglein surat keputusan Wali Kotn
lentang besaran TP SKPD.

|3) Verifikasl sebagaimana dimaksud pada ayot (1) dan avar (@] seclesal
difaksanakean paling lambar 6 (enam) har kerna serelah surat permohonan
penerhitan KKPD diterima oleh Bank Penerbit KEPD,

(4] Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayart (3] terpenubi,
RBank Penerbit KKPD menerbitkan:
a. HKPD;
b. rekapitulasi penerbitan KKPD; dan
¢, tanda terima KKPD, untitk diseralikan kepada PPKD seluku BUD

(3] Pemertitan KKPD, rekapitilasi dan tandn terims KKPD scbagaimeana
dimaksud pada ayat {(4) dilakukan paling lambat 6 (enam) han kerja setelah
hasil verifikasi terpenuhi.

(6] Bank Penerbit KKPD menyermbkan KEKPD kepads PPKD sclaku BUD paling
lambat 1 (satu) hari kerja setelah KKPD diterbitkan,

Pasal 26

(1) Dalam hal verifikasi sebagaimann dimaksud dalnm Pasal 25 ayar (1] dan
avat (2] liddk terpenubl, Bank Penerbit KEPD menolak sebagion alsu
seluruh permohonin penerbitin KKPD  dengan menyvempaikan sural
permberitalivan perolalkan kepads PPED selaiou BUD.

(2) Penyampaian surdt pemberitahuan petiolakin sebagaimana dimaksud padn
ayat (1] disampaikan paling lambat 1 [satu) hari kerja setelah berakhirnye
proses veriflkasi.

(3) PPED selalou BUD memperbatkl dan molengkspt persyaratan permohonan
penerbitan KKPD dan menyampaikan kembali kepadn Bank Penerbip KKPD
untuk proses venfikas lebih lanjut




Bagian Kelima
Aktivasi dan Penggunaan KKPD

Pasal 27

{1) Pemegang KKPD menggunalmn KIKPD sesiisi dengan kewenangannva
setelah terlebih dahulu dilaboukan aktivasi kurty dan PIN KKPD unmk
pertama kalj.

(2} Aktivasi KKPD sebagaimana dimaksud pads avat (1) dilnkukan oleh
Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KEPD melalui call
center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/surana lainnya.

(3) Reguest{aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh Administratos KKPD atau
masing-masing Pemegang KKPD melalui call center/layanan pesar singhkat
(Short Message Service)/zarana lainnya.

Pasal 28
(1] Seteloh sktivasi kartu dan PIN selesai dilakukan, status KKPD SHCIrE
otomatis sktif dan siap digunalksn.
(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untak
pembayiran belarja barang dan jasa serta belanja modal sechagaimana
dimaksud dalum Passl 18,

Fasal 29

(1) Pemegang KKPD membubuhkat tanda tangan pade kolom tanda tangan
(sigmature panel) yang terdapat pade baginn belakang KKPD.

(2) Pemegang KKPD wajib merahasiskan hamor kartu, PIN. Card Verification
Vatue ([CVV) dan masa bertaky KKPD,

(3} Sccara periodik Pemegang KKPD akill memerikss kondisi dan cincian
transaksi KKPD untuk memastikan tidak terdapat  transaksi yvang
selah /tidak diakui (dispute].

4 Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD, pettegang KKPD dilarang
membierikan informasi mengenai data dirl dan trsnsaksi KKPD kepada
siapapun.

(5) Dalam hal KKPD digunalan untule transalesi, Pemegang KKPD
mengutamakan pembelian barang/jasa yang merupakan produk dalam
negeri,



(6]

(1)

(1)

12)

(3)

[4)

5}

Dalam lal KKPD tidak diptrgunakan dalam janghka waldu larms, Pemegang
KKPD daput mengajukan permohonan penonaktifkan kepada Administrator
KKFD dan menyimpan KKPD ditempat yang aman.

Pasal 30
Penggunasn KKPD sebagaimana dimaksud dilam Pasal 28 ayat (3
dilalcukan oleh PPTK setelah menerima kuusa penggunaan KKPD dard
PA/KPA,
Kuasa pengpunasn KKPD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
bentuk surat kuasa yang diterbitkan oleh PA/KPA.
Dalum melaktsanakan kuasa penggunaan KKPD sebagaimans dimalsud
pada ayat |2) PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA,

Paszal 31
Panggunasn KKPD oleh PPTH sehagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayal
(1) harus sesuii dengan belanja yvang (tercantum dalam Dokutiien
Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubshan Pelaksanaan Anggaran
DPPA).
Dalami hal PPTE menggunakan KKPD untuk pengeluaran yang tidak
tercantun dalam DPA/DPPA sebagaimana dimoksud pada awvat (1), PA/KPA
tidak memberikan persetujuan bayar.
Fenggunann KKPD wang tidak mendapat persetijuan  sebagaimana
dimaksud pads ayat (2], PPTY wajib melakukan pembayaran kepada Bank
penerbit KKPD melalul BP/RBPP.
BF/BPP melakukan penyetoran pembayaran sebagaimana dimaksud piacts
ayat [3) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran dari
PPTI.
Pembayaran oleh PPTH sobiagaimann dimaksuel pada avat (3) dilaloukan
paling lambat 5 (Hma) hari kerja setelah menerima surat penolakan darn
PA fKPA.




BAB VI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD

Bagian Kesatu
Penatausahann Bulktli-Bukt

Pusal 32
(1) Pelaksana HKuesa Pengguna mengumpulkan dolumen belanja vang
mengeunakan KKPD berupat
a. Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Setnentara;
h. Surat tugas) undsngan rapat/ surit perjalanan
dinas/perjanjian/ kontrak; dan
c. bulti-bukti pengeluaran.
(2} Daftar Tagihan Sementara sehagaimana dimaksud gada ayal [1) dihasilkan
dari sistem perbankan Bank Penerbit KKPD, memunt informasi:
2. nama pemegang KKPD;
b. nmomor KKPD (account number;
¢, tanggal cetak Daltar Tagihan Sementara;
tanggal transaksi (transaction date;
tanggal pembukuan (posting date;
Keterangan (description);
nilai trahsaksi (amounts); dan
sub tota] tagihan,
(3] Bulcti-bukt pengeluaran sebagaimana dimaksud peds ayat (1) huruf ©
meliput buktl pémbelian /pembayaran sesual dengun pernturan perunda ng-

-8

® Peon

undangarn.

[4] Berdasarkan dokumen sebagnimana dimaksud padis ayat (1), PPTK sclaku
pelaksana pengguna KKPD membuat dafar pengeluaran il belsnja
mengeunalan KKPD.

(3] Daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD ssbagaimana dimaksud
pada ayat (4] sesuai dengan format tercontum dilom Lamplran yang
merupakan bagian tidak terpisabkan deri Peratirsin Wali Kota ini,




Bagian Kedua
Penagihan dan Penyelesaian Tagihan

Pasal 33

11} PPTK selalku pelaksana kuasa pengguna KEPD menyampaikan dafrar
pengeluaran riil belanja menggunakan KEPD dilampiri dokumen belanjs
schagaimana dimaksud dalam Pusal 32 ayar (1) kepoda PA/KPA melalui
PPK-SKPD/PPK-unit BKPD paling lambat 2 (dua) hari Kerja setelah tagihan
|e-billing) f Daftar Tagihan Semetitara diterirma darl Bank Penerbit KKPD.
Berdasarkan daftar pengeluaran riil belanja menggunskan KKPD beserta
dokumen sebagaimans dimelksud pada ayat (1), PPFK-SKPD /PPK-unit SKPD
melakuksan verilikasi terhadap:

12)

(3

(4

H.

kebenaran dom pihok yang berhak menerimas pembmyaran ams beban

APBD;

kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukt pengeluaran;
kebpnaran perhitungsn Taghan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara
termasuk memperhitungkan kewajiban pencrima pembayaran kepads
Pemerintah Daerah;

kesesuaian perhitungan antara buktl pengeluaran dengan Tagihan (e-
killing)/ Daftar Tagihan Sementara;

kesesuaiun jenis belanja yang dapat dibavarkan dengan KKPD; dan
kesesuaian spesifikasi  teknis dan  volume barang/jass dalam
perianjlan/kontrak, dokumen sersh  terima  barang/jasa, dan
barang/jasa yang diserahkan oleh penyediz barang/jasa.

Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD/PPE unit SKPD menyiapkan NPD
KREPD dengan dilampiri DPT EEPD serta bukti-bukti pengeluntan untuk
selanjutnya disampdikan kepada PAJ/KPA unfuk ditandatengani dan
dizahkan,

NPD KKPDY sebagdimuna dimoaksud pada avat [3) paling sedikit memust:

a umggﬁl dian nomor NPD KKPD;

h

C
.

=

jumlah tagihan KKPD vang dibayarkaiig
nomor rekening Bank Penerbit KKPD;

peruntukkan pembayaran; dian

dasar pembayaran;
pembebanan anggaran; dan
tanggal setuju/lunas bayar serta penandatangan NPD KKPD,




15) PA/KPA mengesahkan stbaginnselurubnya bukti-bukti pengeluaran dan
DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada syat (3) dan menandatangani NPD
RKFD,

(6] NPD KKPD dan DPT KKPD sebagidimana dimaksud pada aval (3) dibuat
sesual dengan format tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wall Kota int.

Pasal 34

(1) Dalim hal terdepat bukti-bulkti pengelusran vang tidak memenihi
ketentuzan, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menolak buleti-bukti pengelusran
dimaksud dan disampaikan kepada PPTK seloku pelaksana kuasa pengguna
KKPD melalui surat pemberitahuan penolakan paling lambat 3 (tigs) harn
kerjn setelah dafinr pengelunrcan nil belanja menggunakan KEPD diternma.

(2) PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD memperbaiki dan melenghapi
bukti-bukt:  pengelusron. ™l belanjan. menggunaken  KKPD  dan
menyampaikan kemball kepada PA/KPA melahal PPE-SKPD/PPK unit SKPD
untuk proses verifikasi lebih lanjut

(3} Surat pemberitahuan penolakan sebagaimnna dimoksud pada ayet (1)
dibuat sesuni dengan format tercantum dalam Lampiren yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35
PA/KPA menyampaikan NPD KKPD vang dilampird DPT KKPD dan bukti-bukti
pengeluaran belanja yang telah disshkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayvat (4) kepada BP/BPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbithan
dan dilumpiri dengan dokumen yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga
Pengujian Nota Pencairan Dann

Pasal 26
1) Berdasarkan NPD KKPD yang dilampid DPT KKPD dan bulkti-bukt
pengelusran belanja yang telalh disahkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, BP/BPP melakukan:
a. pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD;
b, pengujinn ketersedinan dana UP KKPD; dan




¢. penvusunan daftar pungutan/potongan pajak /bukan paiak atas tagihan
dalam NPD KKPD.

12}, Pengyjian atas NPD KKPD dan DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hural a, meliput:

a. penelitian kelengkapan perintah pembayaran yvang diterbitkan oleh
PAJKPA;

b. pemieriksaan kebenarin dtas hak tagih, meliputi:

1. pikak yang ditumjjuk untuk menerima pembayaran;
2. nilal tagitian yarg harus dibayar;

3. jadwal wakti psmbayaran; dan

4. lerersedioan dana vang bersanglutan.

e. pemeriksaan kesesuaien pencapaian keluaran antara spesifikasi whnis
yiarg disebuthan dalam penerimaan barang/ jssa dan spesifikas: texnis
yang disebutkan delam dokumen perjanjian/kontrak; dan

d. pemeriksonn dan pengujien ketepatan penggunaan kode rekening
MNERETAN atas pengeluaran.

(3] Dalam hal pengujian NFD KEPD dan DPT KKPD telah memenuhi
persyomtan, BPP menyampaikan NPD KEKPD dan DPT KEPD wvang
diterbitkan oleh KPA kepada BP untule pengajunn permintasn pengzantian
UP KKPD kepada PA.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPD dan DPFT KKPD yvang diterbitkan PA
sebagiimana dimaksud pada ayar (2) dan NPD KKPD dan DPT KKPD yang
diterbitkan oleh KPA sebagaimana dimabksud pada ayat (3), BP mengajlikan
perminiaan pengegantian UP KKPD kepada PA.

(5] Pengajuan permintaan penggantian UP KKPD ssbagaimana dimaksud poada
ayat (3) dilalkukan paling lambat 2 {dun) hari kerja sejule NPD KKPD dan DPT
KEPD diterima,

(6) Dalam hal berdasarkan penguiian, NPD KEFPD dan DPT KKPD tidak
memenuhli persyaratin untuk dibavarkan, BP/BPP menolak NPD KKPD dan
DPT KKPD yang diaiukan dan mergembalikan kepada PPTK palitg lambat
2 [dua) hari kerjn sefak NPD KKPD dan DPT KKPD diterima.




Bagian Keempat
Mekanisme Penerbitan SPR-GU, SPM GU dan SP2D GU KKFPD

Pasal 37

Permintaan pengeantian UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
|4) dilakukan dengan mengajukan SPP-GU KKPD kepada PA mclalui PPK-SKPD
vang dilampiri NPD KKPD dan DPT KKPD serta dokumen pendulung sesuii
dengan keterituan peraturan perundang-undangan,

[1]

12)

A3

(1)

12

(1]

Pusil 38

PPK-SKPD trelakukan verifikasi dokumen SPP.GU KKPD vang disampailen
BP sesual dengan ketentusn peraturan perundang-undangan.

Herdasarkan hasl verifikasi sebhagaimans dimaksud pada ayat (1) dokumen
SPP-GLU KKPD dinyatakan lengicap dan sah, PPE-SKPD menyiapkan SPM GLU
KXPD yang dilampiri Draft Surat Peryataan Tangsgung Jawab Mutlak PA dan
Surat Peryataan Verifikasi PPK-SKPD, dan disampatkan kepada PA untuk
ditandatangani.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagsimana dimaksud pada avat (1)

dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan belum lengkap, PPE-SKPD
mengembalikan kepads BP untuk dilengkapi paling lembat (1) har kerja
setelah dokumen SPP-GU KKPD diterima.

Pasal 39
PA menerbitkan SPM GU KKPD dan menvampalkan kepada Kuasa BUD
untuk penerbitan SP2D GU KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja szjak
dokumen SPP-GU KEPD diterima secara lengkap,
SPM GU KEFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
4. surat peryvataan tanggung jawab mutlak PA; dan
b, surat péryataan verifikasi PPK-8KPD,

Paszal 40
Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumen SPM GU KKPD sesusi denigan
ketentuan peraturan perundarig-undsngan.
Berdesarkan hasil verifikasi sebagaimans dimaksud pada ayar (1) deloumen
SPM GU KKPD dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D GU
KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dolumen SPM GU KKPD
diterima secara lenglkap,




(3] Dalam hal berdasarkan hasil verifis sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dokumen SPM GU KKPD belum dinyatskan lengkap, Kussa BUD
mengembalikan dokumen SPM QU KKPD kepada PA paling lambar | (satu)
har kerja sejuk diterima dolumen SPM GU KKPD.

Bagian Kehma
Pembayaran Tagihan KKPD

Pasal 41

(1) BP melakukan pernbayardn tagihion KKPD melslus pendebitan rekening BP
ke rekening Bunk Penerbit KKPD Faling lambar 2 (dua) hari kerje set=lah
pencalran dana SP2D diterima/masulk ke rekening BP.

(2] Dalam hal pada SKPD terdupat BPP, pendebitan rekening BP ke rekening
BPP dilakukan BP paling lambat 1 (satu) harl ketia selelah pencairan dana
SP2D-UP KKPD diterima/masuk ke reltering BP,

(3) BFF melakukan pembayaran tagihan KKPD melau pendebitan rekening
BPF ke rekening Bank Penerbit KKPD paling lambal 1 (satu) hari kerja
setelah pencairan dana SP2D diterima/ masuk ke rekening BPP,

(4] Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah tagihan vang harus
dibayuar sebagaimana tercantum dalam DPT KKPD.

[5} Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan:

A. layanan perbankan secaru elelttronik: dan
b. cek/bilvel giro.

[B) Lavanan Pérbankan Secara Elektronik sebhagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a berupin:

a. mmterfet banking: atau
b. karmu debit.

(7] Biaya vang litmbul akibat pendebitan rekening pengmunaan Lavanan
Perbankan Secara Elelctronik dari Reltening BP/BPP sebagaimana dimaksud
prda ayat (1) dan ayvat (2) dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.

Pasnl 42
(1] Dalam hal terdapar tagihan KIKPD yang beluin dibayarksn oleh SKPD paling
singhkat 1 (satu) bulan sejak tangesl jatuh lempo pembayaran, Bank Penerbit
KKPD menyampaikan laporan tunggakan tagihun KKPD kepada SKPD yang
bersangkutan dan ditembuskan ke PPKD selale BUD.




(2]

&)

(4

1)
2]

[3)

1

(3}

18]

Berdasarkan leporen tagihan KKPD scbagnimana dimaksud pada avat (1),
PPED selaku BUD melakukan koordinasi dengan SKPD terkait.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilakukan unwuk
mengklarifikasi, menghimbau dan mendorong SKPD melakukan percepatan
penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan.

SKPD harus menyelesalkan tagiban KEKPD schagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling lambat 1 (saty] bulan sejak koordinasi dilakukan dengan PPED
selaku BUD,

Pasel 43

Pembayaran atas tagihnn KKPD kepada Bank Penerbit KKPD yvang melebihi
tagihan { hakriya merupakan keterlanjuran pembayaran.
Keterlanjuran pembaysiran harus disetorkan kembali oleh Bank Penertir
KKPD ke rekening BP/BPP untuk penyetoran kemibali.
Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan oleh
Adminintrator KKPD kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik
dan/atau sarana fercepat lainnya setelah mendgpat persetujuan dan
PAJKPA,
Untuk permintaan penvetoran kemballi sehagaimana dimaksud pads aynt
(3}, Admmistrator KKPD harus menginformasikan:
a, nilai keterlanjuran pembaysran;
b, nomor dan nama KKPD;
c. bukti-bukti pembayvaran/pemindahbukusn yang sah; dan
d. nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali atas kelebihan

pembayaran tagihan dari Bank Penerbit KKPD,
Dalam hal informasi permintaan penysioran kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) dan ayut (4] telah terpeniuhi, Bank Penerbit KKPD
melakukan penyetiran kemball ke relening BP/BPP dan/ateu relening
vang ditunjuk paling lambat § (lima) hari kerja setelsh pengujusn
permintaarn periyetoran kemball oleh Administrator KKPD.
Dalamn hal thformidsi permiritaan penyetoran kembaoli tdak terperiuhi, Bank
Penerbit KEPD membentihulkan kepadn Administrator KKPD untuk
memperbaiki permintasn penveioran kembali sebagaimana dimaksud poada
ayat [3) den informasi sebagnimane dimoksud pada ayat (4).




HBagiin Keenam
Pembukuan Atas Belanja UP KKPD

Pasul 44
(1 BF/BPP melakukan pembukuan atas belanja UP KKPD,
{2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dengan melakukan
pencatatan pada buku kas umum BP/BPP.
(3) Pencatatnn pada buku las vrium BP sebagaimuna pada syat (2) dilaloaksn
dengan langkah sebagai berikut:
#. berdasarkan SP2D OU KKPD, BP mencatal penerimaan di kolom
penenimaan; dan
b. berdasarkan bukti trunsfer pembayaran mgthan KKPD kepada Bank
Penerbit KKPD, BP mencatat pengeluaran di kolom pengeluaran.

BAB VIl
BIAYA PENGGUNAAN KKPD

Pasal 45

1) Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya perggunasn KKPD,
meliputi:

hiaya keanggotaan (membership fed);

bisya pembayaran tagihan melalui teller, ATM. dan ehanking,

biaya permintaan kenatkan batasan belanjs (Hmit);

buayn penggantian Karmi Kredit karena hileng/dicur! atay Tusak;

biaya penggantian PIN:

hiaya copy billing statement:

aya penicetakan tambohan lembar tagihan;

biaya keterlambatan pembavaran;

biaya bunga atas tungealan / tagihan yang rerlambat dibayvarksn: dan

biaya penggunesn fosilitas airport lounge yang bekerja sama dengan

KKPD,

(3} Dalam penggunaan KKPD, hisyae yang dibsbarilan pada APBD hanya binva
meteral.

(4] Pengaturan hiays sebagaimann dimaksud pada ayat (1) dan avat (2)
dituangkan dalam perjanjian Kerjs sama penggunasn KKPD antara PPKD
selaku BUD dengan pejabat Bank Penerhit KKPD.

R oM RB oD
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]



BAB Vil
MONITORING DAN EVALUAS]

Pasal 46

{1) Perangkal Daerah yang mempunyai tugas dalum bidang pengawasan
melakukan munitoring dan evaluasi atas pelaksanasn pembayaran belanja
daeral menggunakan KKPD secarn berjenjnng dan berkala.

(2} Monitoring dan evaluasi sebagaimann dimaksud pada ayar (1) dilakukan
untuk memastikan pelaksanasn pembayaran menggunakan KKPD sesuai
dengan keterituan peraturan perundang-undangan,

(3] Wali Kota menyvampaikan laporan  hasil monitoring dan  evaluast
polaksanaan pembayaran belanjs Daerah menggunakan KKPD kepada
Gubernur.

BAB IX
KETENTIJAN LATN-LAIN

Pasal 47

(1) Bank penempatan REUD berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang
mengeluarkan izn penerbitan Kartu Kredit dilam rangka percepatan
kemandirian dalam menerbitkan KKPD.

(2) Pemrosesan transaksi den penyelenggarasn KKPD dilakikan oléh banlk
dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan pengaturan Kartu Kredit
sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas di
bidang sistem pembavaran.

(3} Ketentuan pelakssnasn pembayaran dan pengeunsan KKPD pada alkhir
tahun snggaran ditetapkan dalam Surat Edaran Wali Kota mengenai
langkah-langkah menghadapi akhir tahun.



BAH X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku poada tangenl diundangkan.
Agar seliup oring mengetahuinva, memerintahkan gengundangan Peraturan
Wali Kota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakian,

(] mktnher 20023

'I'AETKM‘«Li
I/I =

Diundangkan i Tarnkan

pada tanggal & nkrober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

My,

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023 NOMOR 551




LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA
PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU

KREDII' PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN  DAN  BELANJA
DAERAH.

FORMAT SURAT PERNYATAAN UP DARI PA, FORMAT SURAT PERSETUJUAN
BESARAN UP KKPD SKPD, FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN
KKPD, SURAT REFERENS], DAFTAR PENGELUARAN RIIL BELANJA

MENGGUNAKAN KKPED, DPT KEPD, DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PENOLAKAN

A FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD DAN SURAT

PERNYATAAN UP
KOP SURAT
SKPD
Nomor s}
lampiran; . o A2
Hal F‘:nnuhunm Pﬂwm_ruam L'P KKPD

Yth. Pnjahm Pengelola Keuangan Daerah selakou BUD

hﬂm Tam_kaﬂ

3]

Sehubungan dengan Peraturan Wali Kota Nomor .. o4 tanggal
(5] tentang Tata Cara Penggunaan dan P:nynienggﬁrﬂﬂn Kartu
Krcd.tt F‘:mcnntnh Daerah dilam rangka Polaksansun Angegaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, bersama ini kami mengajukan permoehaonan pefsetujusn
UP KKPD sebagajmana tincian dibawah inj

Beaaran UP Proporsi UP T'uu.m dan
No. SESDLraUhslan Jenis UP UP KKPD
Besaran
UP SKPD L Milal UP
(6} (7] Tuna (8) (10

KKFD =) {11)




selanjutnya, sebagal bahan pertimbangan kami lampirkan Surat Permyalaan
UP sebagaimana lampiran sural i,

Demikian permohonan imd kenu sampatkon, atas perhatian dan kerja
samanya kami ucapkan terima kasih.

sel ki s cnisiaras dsl £ 3
ngunaﬁnmmnm

(T8,
YL LT S

FETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHON PERSETUJUAN UP KEFD

NO | o URAIAN |
(1] | Diisi dengan nomor surat '

(2} | Diisi dengan jumlah berkas lampiran surst |

() | Diisi dengan alamnt kantor PPKD

(4] | Diisi dengan nomor peraturan Wali Kota o f
| (5) | Diisi dengan tangeal penotapan peraturan Waoli Kota I
(5) | Diisi dengan nomor urut |
(7) | Diisi dengan besarsn UP segidai dengan keputusan Wali Kota |
(8] | Diisi dengan persentase besavan UP Tunai vaitma Eﬂ%;!‘nmhalmnf
persentase besaran UP Tunal sssuai dengan Keputusan Wali Kot |
sy dmgan persentase hesaran UP KEPD yaitu 40%{&mmhnni
persentase besaran UP Tunai sssuai dengsn keputusan Wali Kota
Diisi dengan besaran UP Tunai yaitu persentase UP Tunai dikalikan |
dengan besarun UP SKPD |
Diisi dengan besaran UP KKPD yaitu persentuse UP KKPD dikalikan,
dengan besaran UP SKPD
(12) | Diisi dengan nama Kota (iempat kedudukan /leantor)
(13) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun |
[14) | Diisi dengan nama lengkap PA |
[15) | Diist dengan NTP PA

(]

{19

(11)




FORMAT SURAT PERNYATAAN UP

KOP SURAT
SKPD

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN
MNomor ; XXX

Sehubungan deagan pengajuan Uang Persediaan (UP), vang bertandatangan di
bawah ini:

1. Nﬂm-ﬂ RFTOR PR RES PPN P TIPOPLERPE ST PERRETITRY | {

2. Jobatan : Pengguna Anggaran (PA] .......... (2]

QUBRPT, v ol Cha S ey @)

dengain ini menyatakan bahwa:

L. Besaran UP SKPD yang diajuken untuk Tahun Anggaran ... (4] ... adalsh
sebagai berikut:

Nao. | Uraian | Jumnlah Ry
l. | Pagu DPA SKPD | (5)
2. | Pagu Jenis Belanja yang duput dibayarkan meladui UP. | (6)
dalam 1 Tahun L
3. | Pagy Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP | (7)
- Tunai dalam 1 Tahun ]
4. | Pagu Jemnis Belania yang dapat dibayarkan melalui UP (&)
KKPD dalam | Tahun
Besaran UP SKPD <)
6. Besaran UP-T__unﬂi atoy Perubahan Bessran (10)
UP Tunai (60%)/ Perubahan Proporsi UP Tunai
L ﬂcsargn UP REPD atau Perubahan Besaran UP KEPD {11}
(40%)/ Perubahan Proporsi UP KKPD

2. UP tersebut akan dipergunakan untuk keporluan membiavil pengedann
barang dan jass serta belanja modal SKPD dan /atau membiayal pengeluaran
yang tidak dapat dilakukan melalui permbayaran LS.

3. Bersedin untuk menverorkan ke kas daerah melalui BP, besaron/jumlah
patongan UP Tunai yang telah ditetaploin PPKD selulou BUD atay melakukan
pemotongan atas penggantian UP Tunai yang disjukan scbesar jumlah
potongan yvang telah ditetapkan PPKD selaky BUD sebagal akibar tidak
melokukan penggantian [revolving) UP Tunai minimal 1 [sam) kali dalom 1
[gntu) bulan sejak SP2ZD-UP Tunai diterbitkan.




4, Bersedia dilnkukan pemotongan besaran UP KKPD sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari total besaran/proporsi UP KKPD yang telah disetujai oleh
PPED  selala  BUD  sebagal  akibar  ditemukannya  ketidaksesuuian
pelaksanaan pembavaran dan penggunasn KEPD dengun Laporan Hasil
Monitoring dan Evalussi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD Tinghkat
SKEFPD.

5, Mematuhi besaran UP Tunm perubahan besaran UP Tunai serta besaran UP
KKPD/ perubahan besaran UP KKPD yang telah disetujui oleh PPKD selaku
BUD dan menggunakannya sesual dengan ketentuan peraturan vang telah
ditetapkan,

Demikian pernyataan ihi says buit denpan seberiar-benarmva.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

MO, URAIAN
(1) | Diisi dengan nama PA

(2] | Diisi dengan jabatan PA
| (3] Dhisi dengan nama SKPD
(4] | Diisi dengan tahun anggaran bérjalan

(5] | Diisi dengen total Pagu DPA SKPD (dalam Rupish)
Phisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP selama
: 1{satu) tabun [dalam Rupiah)
| Biisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarian melalui UP Tunal
| (7] | selama 1 (sato) tahun vaita sebesar 60% (enam pu.tu.h.p-crst_ﬂ]- dari pagu
: jenis belanja yang bisa dibayarkan melalul UP [dalam Rupiah)
| Diisi dengan pagu jenis belanja vang dapat dibayarkan metalui UP KKPD
/(8] | selama 1 (satu) tabun yaitu sebesar 40% [empit pulith persen) dari pagu
| Jjenis belanja yang bisa dibayurkan melalul UP (daliem Rupiah)
|: Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan keputtisan Wali Kota tentsng
(9] | Besaran UP SKPD (dalam Rupiah)

[La]]




' Diisi dengan:
Besarnn UP Tunai yaima 60% dari besaran UP SKPD atau 60% dar
perubnhan besaran UP melampaui besaran UP SKFD yang teluh disetujui
Wali Kota (dalam Rupiah); atau Perubshan proporsi UP Tunai yaig
proparsi lebih kecil/lebih besar dari 60% dikalikan dengan besaran UP|
SKPD atau proporsi lebih kecil/lebih besar dari 60% dikalikan dengan
perubahan besarin UP melampnui bessran UP SEPD (dalam Rupiahj,
Penetapan perubahan proporsi UP Tunai diberikan oleh Wali Kota.

Diisi dengan :
Besamn UP KKFD yaitu 40% dari besaran UP SKPD atau 40% dan
perubahan besaran UP melampaul besaran UP SEPD vang welah disetuail
|Wali Kota (dalam Rupiah); atau Perubuhan proporsi UP KKPD yaitu
proporsi lebih kecil /lebih besar dari 40% dikalikan dengan besaran UP
SKPD atau propoarsi lebih kecil/lebih besar dan 40% dikaliken dengan
pertibahan besargn UP mielampaul besaran P SKPD (dalam Rupiah).
Penetapan perubahan proporsi UP KKPD yang ditetapkan oleh Wall Kota.
(12| Diisi dengan lokasi

110

(11)

13 Biisi dengan tanggal, bulin, dan tahun penandatanganan Surat
(3] Pernyataan UP

(14} Diisi dengan tanda tangan PA dan dibubuhi cap SKPD
(15| Diisi dengan nama lengkap PA

1 (16}| Diisi dengan NIP PA




B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BESARAN LIANG PERSEDIAAN KKPD SKPD

KOP SURAT
FPED
Namor N (| B {Fanggal, Bulan, Tahun]
Sifat :
Lampiran : ..[3)....
Hal 3

Yih, Pengouna Anggaran
SEPD [3)e (3.

di oo 5.

1. Dasar:

a. Peraturan Wali Kota Nomor ... (6) ... tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Petnerintah  Daesrah  dialam’ rangka
Pelaksanaan Arggsran Pendapatan dan Belunja Daerah;

b. SBurat keputusan Wali Kota mengenal penetapan besaran UP SKPD;

¢.  Burat Périntah Membayar Uang Persediaan [SPM UP) Tunai Nomor . [7). -
tangsal ... (8) ... ;

d. Bursat Permmohonan Perubahian Besaran UP dorl PA SKPD ... (9] .... Nomdr

~ (00) L tangeal L (1) L s danfataiy

e. Burat Perovatidan UP dari PA SKPD ... | 12) ... Nomar ... (13] ... tengsal

14 .

2. Sehubungan deagan butir 1 tersebur di stas, dengan ini diberikan
persetijuan besaran UP SKPD adalah sebagal berilout:

No. Uratan | Jumiah (Rp) |
| 1, Prgu DPA SKFD {15] )

e 4 Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan (16)
melalui UP dalam 1 Tahun

6 Pagu Jenis belanja yang dapat (17)
dibayarkan melalui UP KKPD dalam 1 mhun |

4. | Besaran UP SKPD {18

5. Besaran UP KKPD atau Perubahan Besaran UP (19)
KKPD [40%)/ Perubahan
Proporsy UP KKPD

3. UP tersebul dipergunakan untuk keperluen membiayal pengadaan barang
dan jasa serta belanja modal SKPD ... [20)..... kode ... (21)..... atgs beban
DPA TA ... 122) ..... No .o (23) ... tangeal ... [24),.... da;o tidak dapat
digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menumnit ketentuan harus
dilakukan dengan Ptmbavaran Langsung (LS}

4. Pembayaran dengan UP KKPD untuk pertama kali hanya dapar dilakukan
kepuda | (satu) penerima/penyedia bareng dan jass serta belanja modal
paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lime puluh jum rupiah), kecusli
pembayaran untuk honorarium dan perjalanan dinas.




5. Pembayaran dengan UP KKPD dnngun nilai belanja paling banyvak sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rypiah) untuk 1 (satu) penerima
pembaysran digunakan apa‘mla belanja barang dan jasa serta belanja modal
melalul transaksi katalng elektronlk, toko duering, dan PLSE yang disediskan
oleh lembaga yang menyelenggarmskan tugss pemerintahan dl bidsng
kebijakan pengadann barang/asa pemerintah,

6, UP KKPD merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan
belanja (limit) kredit kepada BP/BPP yang pengglanaannya dilakukan dengan

7. Total batasan belanin (imit) UP KEPD untuk masing-masing SKEPD adalal
paling banvak sebesar UP KKPD yang telah digerujui.

8. Mematuhi besaran UP KKPD/perubahan besarun UP KKPD vang teldh
ditetapkan dan menggunakannya sesual dengan lelentilan peramuran yang
telah ditetuplos, ' '

O, Tata card pencairan, permbayarar, pengounaan, pertangeungjawaban dan
pelaporan dengan KKPD dalam rangka Periggunsan UP agar berpedomion
pada Feraturan Wali Kota Nomoor ... (25)..... tentang Tata Cara Penggunean
dan Penvelenggaraan Kartu Kz:cdit P::mnrinl:n.’n Dacrah dsalam rangka
Pelaksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah,

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepale PPED selalu HUD,

s {BB) iviiiieriasimiei
AT e
R0 b 1 | N e

Tembusan:

L. Wah Kota Terakan;

- I .- | re—

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

— — e —

NO | URAIAN
(1) | Diisi dengan nomor st

— — e s e —

| 2] Dnsi dengan banyaknya lampiran sural I
' (3) | Diisi dengan nama SKPD

I

{4) | Disi dengan kode SKPD

" 15) | Diisi- dengan tempat/ domisili/alamat kantor SKPD
(6} | Diisi dengan nomor Peraturan Wall Kota

! 7 | Diisi dengan nomar SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan kepada
| Kuasa BUD

1' (@) Diiisi dengan tnnggE SPM UP Tunail SKPD yang disampaikan kepadn

. kuasa BUD
] @) | Diigi dengan nama SKFD




(10

Diisi dengan nomor surat permohonan pcruh;ﬂnn besaran UP dari
PA SKPDL |

(11]

Diisi dengan tangpal surat permohonan perubahan besaran UP dari _-l
PA SKPD -

(12]

Dilst dengan nams SKPD 1

[13]

Diisi detipan hornor Surat Pernyatasn dari PA SKPD

[14)

(15)

Diisi dengan total paga DPA SKPD (dalam Rupiaii)

(16)

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP selama
| {satu) tahun |[dalam Rupiah)

(171

Diisi dengan pagu jenis belania yang dapat dibayarkan melalui UP KKPD
selama 1 {satu) wahun yaity sebesar 404 (empat puluh persen) darn pagu
jenis belanja yang hisa dibayarkan melalui UP (dalam Rupiah)

(18}

Diisi denguan besaran UP SKPD sesuni dengan ketentuan dalam
keputisan Wall Kota tentang Besaran UP SKPD [daiaim Rupiah)

(19)

Diisi dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang

telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah) Dilsi dengan:

a. Hesaran UP KKPD yaitu 40% dari besaran UP SKPD alau 40% dari
perubahan besarun UP melsmpaui besaran UP SKPD yang telah
disetujui Képala Daerab (dalam Rupiah), atau

b. Perubahan besaran UP KKPD valtu proporsi lebih kecll/lebih besar
dari 40% dikalikan dengan besaran UP SKPD atnd proporsi lebih
kecil/lebih besar dar] 409 dikalilean dengan perubahan besaran UP
melampaul besaran UP SKPD [dalam Rupiali). Penstapan perubahan
Proparsi bésaran UP Tunai dilakukan oleh Wali Kata.

{20)

Diisi dengan nama SKPD.

21

Dilsi dengan’ kode SKPD.

(22

ek ——

Diisi dengan tahun anggaran DPA SKPD

(23]

Diisi dengan Nomor DPA SKPD.

(24)

Ditsi dengan tanggal pengesahan DPA SKPD,

[25]

Diisi dengan nomor Peraturan Wali Kota

(26

Diisi dengan tanda tangan Kepala PPKD sclaku BUD dan dibubuhi cap

(27)

Diist dengan nama lengkap Kepala PPED selaku BUD

[28]

Diist derigan NIP Kepala PPKD selalu BUD

{29

Diisi dengan Pejfabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra kerjanya.




C.FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

KOP SURAT
PPKD
Nemor ... (1}..... (Tanggal, Bulan, Tahun|
Sifat
Lampiran: ....(2].....
Hal

Yl fBhosiaininiinnca

Sehubningan dengan pelaksanaan Peraturan Wali Kota
Nomar ....(5},.... tentang Tata Cara Penpgunaan din Penvelenggaraan Kartu
Kredit Pemerintalh Dacrah dalam ranghka Pelulkssinaan Angearan Pendapatan
dan Belarja Dacrah, dengan ini kami SKPD..(6 ). ( ..... (7) ..... | , Kata

Tarskan ... mengajukan permohonan kepada _...._..(8)..... untuk dapnat
menerbitkan KKPD dalam ranghs penggunnan Uang Persedisan dengarn total
batasan belanja (limit) KKPD vang dinjukan schesar Rp ... nl9) v oo [
R N ¢ L lr— J.

Adapun pagu DPA TA.....{11)... SKPDL 1 2)ee | o [18) ol ], Kot
Tarakan, scbesar Rp. ........... (14) ... ..o [|iniias G, o v | ditrl Besinran

Uang Persedizan sebesar Bp .o (16 v [ oo EET) sl

Sebugai bahan pertimbangan, bersama ini kemi lampirkan;

. Hiurat referensi;

formulir aplikasi EKPD,

fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlakou:

fotokopi NPWP; |

fotakopi surat persetujuan besaran UP dari PPKD selaku BUD; dan
fowokopi surat kepiithsun penunjukkan PA/KPA.

mEAn R

Demikian karmi sampaikan, atas perhatisn dan kerja samanys diucapkan
terima kasih.
Hormat kami,
FPKD Selaku BUD

Meterai
Ep}u-ﬂﬂﬂ-'

SRS - RO
KEORI 1 S

Tembusan:

Wali Kota Tarakan;




PETUNJUK PENGISIAN _
SURAT PERMOHONAN PENHEREITAN KEFD

NO

URAIAN

L]

Ditsi dengan homor surat

2

Dilst dengan banyaknya lampiran sumat

[3)

Diisi dengan jabatan pejabnt Bank Peneriat KKPD yang menjadi mitra,
kerja Pemerintah Daerah

&

Diisi dengan tempat /domisili /alamat kantor Bank Penerbit KKFD

(5}

Dilsi dengan nomor peraturan Wali Kota

(&)

Ditst dengan hama SKPD

17

Dilst dengan kode SKPD

(8]

Diist dengan nama Bank Penerbit KKPD yvang mun—jndi mitra kene
SKPD

19

Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang dinjukan oleh
SKPD kepacda Bank Penerbit KKPD (dalam angka)

(10

Diisi dengan total batasan belanjn (limit) KKPD vang diajukan oleh
SKPD kepada Bank Penerbit KEKPD (dalam hunaf)

(11

Diist dengan tahun anggaran berkenaan

(12)

Diisi dengan nama SKPD

13)
(14)
(13

 Diisi dengan kode SKPD
Diisi dengun besaran pagu DPA (dalam angles|
Diisi dengan besaran pagu DPA [dalam huruf]

(16)

(17}

Diisi dengan besaran UP SKPD berdasarkan surat perseiujuan
besaran UP darn PPED selaku BUD (delam angha)
Diisi detgan besaran UP berdusarkan surat persetujlian besaran UP
dari PPEKD selakuy BUD [dalam Huaruf)

(18)

Diisi dengan name Kepala PPKD selaku BUD

(19)

Diisi derigan NTP Kepala PPKD selaku BUD




. FORMAT SURAT REFERENSI

KOP SURAT
PPKD
SURAT REFERENS!
........ | [ ORI, || SA———
Yih.: . (3]
Hal: Fhﬂggju'an KKPD
Merujuk Perjanjian Kerjg Sumea antarm ..o 8o dengan
............... £ [N -1 L - ¢ | (SRS | ©| [N [ |\ i1+ | p
............. (Theeeironnnee. tiangeal o ...oooecdB)..eeeno, dengan inl kami mengajukan
permohonan untule penerbitan KKPD uhtuk namo-namts sebagai berilout:
_ _ JENIS BATASAN
NO NAMA TGL LAHIR | JABATAN BELANJA
KARTU
i . (LIMIT)

[9) (10) _ (11) (12) I (13] (14]

I

Adapun pejabat/pegawai rersebut  dintas  kanu  rekomendasikan  untaik
mendapatkan KKPD yang pembayarannys ditanggung sepenuhnya oleh SKPD
scpanjang sesuai dengan ketentuan pembayaran belanja barang atas beban
APBD,

Selanjutnye untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan KEPD untuk

ORI ossnos PEF coeinsinniis . maka Administrator KKPD vang kami tunjuk
adalah:

Mama S | [ ) TS

Jdabatan E || & [l

Telepon fFax re[18)i

Bl R |l £ F

Admimistrator KKPD tersebut diberikan hak/kuasa oleh Pengguna Anggaran
(PA)/ Kuasza Pengeune Anggaran (KPA) untuk menyempaiken kenaiken batasan
belanja (limit] KKPD secara sementara/permanen.

Pemikinn kami sampaikan, atas pechation dan kerje samanya divcapkan terima
kazih.

Hotrmat leami,

PPKD Selaku BUD

Meterai
Rp10.000,-




PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REFERENS]

NO

URAIAN

(1

Diisi dengan lokasi

——

(2

Diisi dengan tanggal, bulan, tmhun p::nundntanganun Refercnsi

@ |

Diisi dehigan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang merijadi mitra
kerjn Pemerintall Daerah

14

Dilsi dengan nama Bank Penerbit KKFD

__13)

Diisi denpan namia organigasi PPKD

(6)

Diisi dengan uraian Perjanjian Kerjo Sama

7]
(8

Diisi dengan nomor Perjanjian Kerjo SBamuo
Diisi dengan tanpgeal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama

[9)

Diisi dengan nomor urut

10}

Diisi dengan nama Pemegang KKPD

[11]

Diis dengan tanggal lahir Pemegang KKPD

(12

Diisi dengan jrbatan Pemegang KEKPD.

(13)

Diisi dengan jenis KKPD

(14]

Dilsi dengan nilai limit KKPD

(15)

Diisi dengan nama SKPD

(18]

Dilsi dengan nama Administrator KKPD, dzngan keterituan:

. Penunjukan Administrator KKPD bisa lebili dari 1 [saty) orang
sesual dergan kebutuhan SKPD dan surat kepritusan perietapan
duri KPA SKPD.

b Jumlah Administrator KKPD disesuailnn dengan ketentuan }';mgﬁ
diatur dalom Pasal 32 ayat |2) Peraturan Menter i

L (17)

Diisi dengan jebatan Administrator KKPD.

(18)

Diisi dengan nomor telepon/ fax Admnistrator KKPD

(19)

Diisi dengan alamat email Administrator KKPD

(20)

Diisi dengan nama PPKD selaku BUD

(21]

Diigi dengen NIP PPED selaku BUD




E. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

KOP SURAT
SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN .JASA
SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNRAKAN KKPD

Yang bertandatangun di bawah ini:

Nama ST R o e A Se R R T RaR | | |
Pangkat/Gaol. Rusrng T hieier 3 ad e Asbbes m 4 o o 4 [
Nomor KEPD S50 A R TV RIAR P i (P PR HER SR | -

Berdasarkan pembayaran dengan KKPD dalam rangka penggunaan UP, dengan
ini kami menyatakan dengan sesunggubmyn bihwin

L. Ringian pengeluaran ril pembayaran pengadean barang dan jasa serta
belanje modal dengan mengegunnken KKPD sebagai berikut:

I i Bukti
. 1 Pemibebnnan Appusran Ppmbaliap | | Jumlah
olaniy Fembayursn
"h:‘ Urninn Bolanjn | Yod
x Pengelusrsn | Bar = y J
= dasa/Modal| Ko0e Subl Kede | Mode | Kode| Kode| ooof | sub | | o
Eogiatim | Akun | Eélompek | Jenis | Dbl Chpjele Riftchon
| | Oblek
In (&l |9 110} | () (12 Oy D ooe | il | (i | om| e | g
Tostal o 20|

ZoJumlah unng tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikelusrkon untuk
pembayaran pembayaran pengadasn barang dan jesa serta belanjs muodal
SKPD dengan menggunakan KKPD dan apabila di kemudian hori terdapar
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untk menyetorkan kelebihan
tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah:

Demikian pernyataan inf kami boat dengan sebenarnyn, untuk dipergunakan
sohagaimana mestinya.

SR 1 WO | R
PPTR selaku Pelaksana
Hussa Pengruna KKPD

....................... |23}

- e |24

- (25)



PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGOUNAKAN KKPD

NO

URAIAN

(1)

Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksani Kuasa Pengguna KKPD

(2]

Dusi dengan NIP PPTK selalu Pelaksana Kussa Pengguna KKPD

(3)

Dilsi dengan Pungkat/Gel. Ruang PPTK selaku Peloksana Kuasa,
| Pengzund KKPD

(4]

Diist dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna HH‘FD

(5)

Diisi denigar nama SKPD PPTK selaky Pelaksana Kuasa Penpguna)
KKPD '

(5]

| Diisi dengan nomor KKPD ‘

18)

(7)) | Diisi dengan nomor Lrut

Diisi dengan uraian pengelusran/ transaksi keperiuan belanja barang!
dan jaga serta belanja modal vang dibavarkan dengan KKPD

[9)

Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal

(10)

Diisi dengan kode sub kegiatan

(11)

Diisi dengan kode akun

| (12)

Diisi denpin kode kelompok

(£3]

Diisi dengan kode jenis

| (14)

[isi dengan kode objek

(13)

Diisi dengan kode rincian objek

(18]

Diisi dengan kode sub rincian objek

117]

DMisi dengan tanda centang apabila terdapat bukt pengeluaran

[18]

Diisi dengan tando centang apabiln lidak terdapal bukti pengeluaran

(19

Diisl dengan jumlah pembayaran dengan EKPD

_{20]

Diisi dengan total pembavaran dengan KKPD

{21)

Diisi dengan lokasi

(22]

Diisi dengan tanggal, h?'tan; clan tahun

(23)

Diisi dengan tanda tengan PPTK selaku Pelnksana Kuasa Pmm;mﬂ
KRPD

(24]

Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kunsa Pengguna KKPD

(25)

Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kussa Pengguna KKPD




FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS
JABATAN DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

KOP SURAT
SKFD

DAFTAR PENQGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN
DENGAN KARTU RREDIT PEMERINTAH DAERAH

Yang bertandatangan di hawah ini:

Panjleat/Gol RUBIE  © e rosssiibmnrions sisss g sass b nssie b on |3)
Jabartan i G = e ALV B R A T = e )
Nomor KKPD N S e B Y e g v Nt )
berdasarkan Surat Perjalanan Dines (SPD) Nomor ... 7 . 4

.................. 8] vviiiiiiienns, dengan mi hamm men:.-ntakan ﬂﬂngﬂn
sesungeuhnye bahwe

1. Rincian pengeluaran mil kegiatan pegalanan dinas jabatan dengan KKPD
sebagai herilaut:

Rincan Pembebanan i
No|  pengelnaran Adgiard Bikti Jutlah
(9] (1O} {11 (12)) (133 (1)) (L) (1e)| (17) | (18) 119
J |
i Tetal (20)

2. Jumlgh vang terscbut pade angka | di atas benar-benur dikeluarkan untuk
pembayaran perjalanan dines den apabile di kemudian hari tendapat
kelehihan atas pembayaran, kami bersedin untuk menyetorkan kelebihan
tersebut ke REUD.

Demikian pernyataan ini kamni buat dengan sebenarmnys, untuk dipergunakan
sebagaimans mestinyi.

Mengetahui: _
PPIK szlaky Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD . . . [21) . o oo oy o0 22)
Peliksuna SFD,
......... (26) . 121 |
12 (24}




PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PENGELUARAN RITL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN

' imn

DENGAN KKPD

MNCY URAIAN

(1) | Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) il
_:‘.1] Diisi dengan NIP Pelaksana Sumit Perjalanan Dinas (SPD)

5 |Pu dengan Pangkat/Gol. Ruang Pelsksana Surat Perjalanan Dinas
' [SPD)

(4) | Diisi dengan jabatan Pelakssna Surat Perjalanan Dinas (SPD)
(5) | Diisi dengan nams SKPD

(6) | Diisi dengan nomor KKFD

(7] | Diisi dengan nomor SPD

(8) | Dlisi dengan tangeal SPD

(9] | Diisi dengan nomor urut

|10) |Dils: dengan peérincian pengeluiran

(11) | Diisi dengan kode akun belanjs ]
(12) |Diisi dengan kode kelompok belania

(13) |Diisi dengan kode jenis belanja barang dan jasa

[14) |Diist dengan kode objex perjalanan dinas
115} |Diisi dengan kode rincian objek perjalanan dinas

(16] |Dusi dengan sub rincian objek
(17) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapsat bukti pengelusran
(18], | Diisi dengan tanda centang apabila fidak tsrdapat bulkt pengeluaran
[19) | Diisi derigan jurnlah pembayaran dengan KKFD
(20) | Diisi dengan total pembaysran dengan KKPD
121) | Diisi dengan Inkas|

(22) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

(23] | Diisi dengan tanda tangan Polaksana SPD

(24] | Diisi dengan nama Pelnksana SPD
{25) | Diisi dengan NIP Pelaksana 3PD

6] Diisi dengan tanda tingan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Periggunal




|- (27} [Diisi dengan nama PPTK selaku Peluksana Kuasa Pengguna KKPD

—n

(28 | Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kusss Pengguna KKPD




F. FORMAT NOTA PENCAIRAN DANA KKPD

Yang bertandatangan di lmw.ah irt:

KOP SURAT
SKFD

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD) KKPD

Nomer | ... JNPD-EREPDY/ ... f oo iiiiimnimn forinnns (1)

Nama PPTK e ()
NIP .. [4)
Program S 1.1
Kegiatan . oo (D]
Romor DPA ; o 17
Jumlah Tagihat
KKPD vang dibayvarkan = Rl s e A iee- [B]
Terbilang Hil b e € g L
No. Rekening Bank
Penerbit KKPD e (108
Untuk Pembavaran: . (11
Pasar Pembayaran S ST e 5, = B B vane [12]
Pemnbebanan Anggaran e DA R A ae - 1131
Setvju dibayar, Telal dibavar lunas, PPTK,
Pengguna Anggaran/Kuasa  Bendahara Pengelusran
Pengguna Anggaran,
............ ——— L) T T TP RNT. o). ceen (20)
........................ (13) (18] ISpTISesrgny .| ||
8], | assssiemae (19) .. [22)
PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENCAIRAN DANA KKPD
| NO URAIAN ]
(1) | Diisi dengaiy format @ nomor urul NPD/NPD-KKPD/bulan dalam)
angka romawi/kode SKPD /takiun
(2) | Diisi dengan tanggal bulan tahun NPD KKPD :
(3) | Diis: dengan name PPTK selidon Pelaksans Kuasy Pengguna KKPD '
(4] | Duisi dengan NIF PPTK selaloa Pelaksana Kunsa Pengguna KKPD
(5] | Diisi dengan nama Program vang dibavarkan dengan KKPD
(6] | Dhisi dengan namn Kegintan yeang dibayerkan dengan KKPD
(71 | Diisl dengan nnmg:_J}Pﬁ
{8) | Diisi dengan Jumlah Tagihan KKPD yang dibayarkan dalam rupiah
(9) | Diisi dengan terbilang Jumlah Tagihan KKPD yang dibayarkan




(10)

Diis: dengan nomor rekenivig Bank Penerbit KKPD

(1)

Diisi dengan peruntukken pembayanin

_(14)

Diist dengan dasar pembayaran

{13)

Diisi dengan pembebansn angearan

[14)

Diisi dengan nama PA/KPA

(15)

Diisi dengan pangkat/gol.riang PA/KPA

(16)

Diisi dengan NIP PA/KPA

(17) |

Diisi dengan nama BP

L (18)

s e t— e— e —

Diisi dengan pangkat{ gol.runng BP

(19)

Diisl dengan NIP BP

. 120)

Diisi dengan nama PPTK selaky Peldbsans Kusss Pengguns KEPD

[21]

Diisi dengan pangkat/gol.oruang PPTR selaku Peleksans Kuasa
Pengpuna KKPD

(22)

Diisi dengan NIP PPTK seluku Pelaksans Kuuss Pengouna KKPD




G.FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

HOFPF SUURAT
SKPD
DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD
BANK .....{1]..
No | Muma | Ne Jenim | Ringlan Pembsbanian Angearan Jurmlaly
KEPD | Belinga | Petige [— . Pemluy
ABamung | juamn | Kode | Kode Kode Hode | Kode Kode | Kade Lt
Hub | Alure | Kelompok | Jenis | Objels | Rinclan Hulb |dalare
Keg. Objex | Ripewn | Bupish]
Cibajede
121 13| ) (5 i) I7I i) i 110 (1] i | o3y (14
I
Biays |
Meter
PR |
Tistnl s
esidies DUBY wivvasg, ol TR N esssmmiinss
Pengguna Anggarn,/ Kuasa
Pengguna Anggarn,
....................... (18)
...................... (19)
20
PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KKPD:
NO URAIAN

(1)

Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD

Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan nama lerighap Pemeparig KKPD

Diisi dengan nomar KKPR

Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal

KEPD.

Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi yang dibeyarkan dengan
‘JUntuk Biaya Meterai, apabila masuk dalam Tagihan
(ebilling) / Daftar Tagihuan Sementara, agar dimasukloan dalam rincian
pengeluaran untuk dibavarkan kepada Bank Penerbit KKPD

(71

Diisi dengan kode sub keglatan

8]

Diisi dengan kode aloan

(9

Diisi dengan kode kelompak belanja




(10} | | Diisi dengan kode jrnls belanja

(11)

e

Diist dengan km:lr: objek belanja

(12)

Diisi dengan kode rincian objek belania

(13)

' Diisi dengan kode sub rincian objek belanja

(19} | hasing-masing Pemegang KKPD

' Diisi dengan jumlah vang harus dibayarkan atas beban APBD untuk

|'-!5] | Diisi dengan total yang harus dibayarkan atas beban APBD

(16) | Diisi dengan lokns

117

Diisi derigan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Daftar
Pembavaran Tagihan Pemegang KKPD

(18)|D
(19)

Diisi d.cngﬂll tﬂnda tengan PA/KPA dan dibububi cap dinas

FFSSY L S mm—maw

Diisi dengan nama lengkap PA/KPA

[20]

Diisi dengan NIP PA/KPA




H. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

KOP SURAT
SKFD
Nomor t 8+...01).--. Tangeal, Bulan, Tahun|
Sifat : Segera
Lampiran ... [2)...
Hal : Pemberitahuan Perwlakan

Bukti-Bukti Pengeluaran KKPD

Yih., [:31.........
e,
o5

L. Dasar;

g, Peraturan Peraturan Wali Kota . .(7)... Nomor ...(8)... tentang Tale Cara
Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam
rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanjr Daerah;

b. Daftar Pengeluaran Riil Kegintan Pengadean Barong dan Jasa serta
Hnlﬁnjauhlndﬂi Dengian KKPD a.n: ..o (9 -oon. denpan nomor KKPD

{10}
e Dafta: Pﬂngelu&mn Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKFD
s DL vosevives dengan nomor KKPD ... (12} .. de Aty

d. T;_tgh.ﬂn (e-billing) / Daftar Tagihan E:-m.-:nt&m T, R | || I

dengan nomor KEKPD ... (14] .........

2. Bchubungan dengan butir 1 tersebut di atas dan berdasarkan hasil pengujian
oleh PPK SKPD, dengan ini diEa.mPu.lk.m rincian pengeluaran il kegiatan
pengadaan barang dan jasa serta belanjs mods! dan/atau  kegiatan
perjalanan dinas jabatan dengan KKPD vang tidak dapat disetujui/disahlan
uniule dilakulkan pembayaran atas beban APBD, meliputi:

(Mo| Rineian | Pembebanan Anggnran Buktl  [Jumlsh| Ket| Alussn
Pengeluwran| Kode| Koe| lode | Kode|Kode| Kede | Kode [AdaTidak Peneluiiun
Sub [Alai Kelompol|Jenin | Objek | Rincian | Sub
Keg, ' Objels | Rinciag
! Objele | 1 4
IS)| (16 1171 {mli |19) (20} | @1y | |29 oy |(Eeyl 25 | (@60 (@27 e
N Total o)

3. Selamjutnya, terhadap nincian pengelugran sebagaimana dimaksud pads
angka 2, sesuai dengan lketentuan, menjadi tanggung jawab pribadi
Pemegang KKPD/Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dén harus dibayarkan
kepada Bank Penerbit KKPD sebelum tanggal jatuh lempo pembayaran,




Demikian kami sampaikan, ates perhatien dan keria samanya divcapkan terimsa

kasih,
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguns Anggaran,
SKPD ........./(30)
[nami jelas)
NIP.. ... [31}. .
Tembusan;

1. Kussa Pengguna Anggaran S8KPD ... (32) ..... .
2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD
...... (33) .....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN
KKPD
NO URAIAN

(1) | Diisi dengan nomor surat

(2) | Diigl dengan banvaknve lampiran surat

(3) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuass Pengguna KKPD
" (4) | Diisi dengan jubatan PPTK selaku Pelaksang Kuass Pengguna KKPD

Diigi dengan alamat Kantor PPTK selaku Peloksana Kunsa Pongpuing
5) | kxep

(6) | Diisi dengan alamal tempat/domisili/alamal kantor SKPD

[7) | Diisi dengan nama SKPD

(8) | Biist dengan nomor Peraturan Wali Kota

(9 | Duisi dengan nama PPTK selaku Pelalcsana Kuasa Pengguna KKPD
(10} | Diisi dengan nomor KKPD

(11] | Diisi dengan nama PPTK sclaku Pelaksans Kuass Pengguna KKPD
112) | Diisi dengan nomor KKPD

(13) | Diis] detigan nama Pemegang KKPD

(14) | Diisl dengan nomar KKPD

(15] | Diisl dengan nomor urut

Diisi dengan rincian pengelinran/ transalesi keperitan belanja barang
[16) |dan jasa serta belanjs modal dan/atihu belanja perjalanan dinas
__ | jubutan yang dibuyarkan dengan KKPD
{17) | Enisi dengan kode sub kegiatan

(18] | Dhisi dengan kode akun

(19) | Dilsi dengan kode kelompok

{20} | Ditsi dengan kode jemis

(21) | Dilsi dengan kode objek |

(22) | Diisi dengnn kode rincisn objek ‘




(23]

Dzl dengan kode sub rincian objek

(24)

Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran

L {25,
(26)

| Diisi dengan tanda centang apabila tidak teednpat buleti pengelusran
Diisi dengan jumlah pembavaran dengan KKPD

(27)

[Hisi dengan keterangan dengan penjelasan  alasan rincian
pengeluaran/bukti-bulkti pengeluaran ditolak/tidak disemijui oleh
PA/KPA "Tidak Disetujud/Tidak Disahkan®

(28)

Diisi dengan dlasan penolakan

(29)

Diisi dengun total jumlah pengeluaran

(30)

Diisi dengan nama S8KPD

(31)

Diisi dengan NIP PA/KPA

(32)

Thisi dengan nama SEPD

(33)

Diisl dengan nama SKPD




